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Urgensi
Gubernur

Dana Parpol
Dipertanyakan

PALANGKA RAYA - Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
melalui Gubernur Sugianto Sabran
menyerahkan dana bantuan bagi 11
partai politik (parpol) di Kalteng, Ter-

Jjadi peningkatan dana Rp5.8 miliar dari

sebelumnya Rp1,4 miliar.
“Secara hukum tidak jadi persoalan.
Tapi, apa urgensi atau keharusan
mendesak melakukannya saat
pandemi Covid-19?” heran Aryo
Nugroho, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Palan gka

Raya, Rabu (27/10).
) Aryo yang berprofesi advokat ini menyebut,
saat ini banyak anggaran

pemerin- W ke Halaman 4
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“Namun demlknan, yang mendapatkan kursi  secara hukum, namun

Urgensi Gubemur
Tambah Dana

‘@ Sambungan Hal 1

tah untuk pembangunan
daerah dipangkas kare-
na dialihkan ke upaya
‘penanggulangan pan-
.demi Covid-19. Namun,
Pemprov Kalteng justru
bersemangat menambah
dana bantuan parpol saat
upaya penanggulangan -
pandemi belum berakhir.
Dia menyebut, penam-
bahan dana parpol masih
diperbolehkan seperti
yang diatur dalam Pasal
34 UU No.2 tahun 2011
tentang Partai Politik.

uang Rp5,8 miliar itu

bagaimana hitungannya

ini perlu transparansi 2

ucap Aryo.

Dia mengutip Per-
mendagri No.36/2018
tentang tata cara peng-

~ hitungan, penganggaran

dalam anggaran penda-
patan dan belanja daerah
dan tertib administrasi
pengajuan, penyaluran,
dan laporan pertang-

gungjawaban penggu-
43 pem]ng sebagai bentuk

naan bantuan keuan
parpol.

Dalam Pasal 5 Agpt-

2, besaran nilai bamtuan
keuangan kepada p’ﬁ;pol
tingkat daerah pr@ﬂuns:

di DPRI2 Provinsi sebe-

sar Rp1.200 per suara

sah. Selanjutnya sesuai
Pasal 27 ayat (1) bantuan

keuangan kepada par-
pol diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidi-
kan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

“Ini bagaimana bentuk

pertanggungjawabannya,
di' mana masyarakat bisa
tahu akan pertanggung-

. gwaban tersebut? Ini

transparans1 bagi ma-
syarakat,” tegas Aryo.
Me’ﬁurutnya, keputu-
san Gubernur Kalteng
memang tidak jadi soal

“kan.

Aryo juga menyoroti ki-

‘nerja DPRD Provinsi

yang dia anggap masih
belum menunjukkan kin-
erja sebagai legislator.
Salah satunya adalah Per-
aturan Daerah Perlind-
ungan bagi Masyarakat
Adat di Kalteng, sudah

‘ada Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) sejak
2018, namun hingga kini
belum juga disahkan. “Ini
merupakan catatan nega-
tif dari kami,” nilai Aryo.

Begitu pula tentang
Raperda mengenai Pen-
anggulangan Bencana
yang juga belmn disah-
Mdre




